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ABSTRAK

Penataan kawasan pedestrian sepenuhnya ditujukan untuk mewujudan
kawasan peruntukan pariwisata, pengembangan eksesibilitas, daya tarik dan
amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya sesuai yang tercantum di
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (das sollen). Dalam
pengelolaannya adalah sebagai salah satu upaya memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Kebudayaan kemudian diteruskan kepada
Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Cagar Budaya Malioboro, untuk
mengurus cagar budaya termasuk dalam pengelolaan penataan kawasan
pedestrian. Dalam penerapannya di lapangan (das sein) terdapat beberapa
masyarakat yang kurang setuju akan peraturan peraturan tersebut. Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 menurut Maslahah Mursalah studi kasus
penerapan penataan kawasan khusus pedestrian di jalan Malioboro dan jalan
Margo Mulya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menekankan perolehan datanya langsung dari lapangan melalui proses
wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sementara pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis- empiris, yaitu pendekatan yang
dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau hukum yang
ada berlaku secara efektif di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan
penataan kawasan pedestrian sudah berjalan dengan baik, dianalisismenggunakan
penerapan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan tentang fungsi dan penerapan
hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan penataan kawasan pedestrian untuk meningkatkan program
pembangunan dinilai sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan Surat
Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan
Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya.
Dibuktikan dengan pemerintah kota Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan baik, melalui pelaksanaan progam penataan kawasan
pedestrian. Selain berjalannya kebijakan dengan dengan lancar kebijakan ini juga
bermanfaat bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Penataan Pedestrian, Maslahah Mursalah
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MOTTO
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa

Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri

Agama dengan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ i Te
< sa’ S es (dengan titik diatas)
z Jim J Je

e ha’ H ha (dengan titik dibawah)
z kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z ze (dengan titik diatas)
B ra’ R Er
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J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik dibawah)
o= Dad D de (dengan titik dibawah)
L ta’ T te (dengan titik dibawah)
L 7& V4 zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain . Koma terbalik (diatas)
¢ Gain G Ge dan ha

o fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

U Nin N En

g Wawi W We

2 ha’ H Ha

s Hamza ‘ Apostrof

H
¢ ya’ Y Ye

viii




B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

J3’ Ditulis Nazzala
G4 Ditulis Bihinna
C. Ta’Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
PR Ditulis Hikmah
4 Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat

dikehendaki lafal lain).

sebagainya

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah

makaditulis dengan h

L oY) dal &
g “d‘ﬂ J Ditulis

Karamah al- uliya’

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢ atau

h

FENTIRS

Ditulis

Zakdh al-fitri




D. Vokal Pendek

: Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
: Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 fathah+alif Ditulis A
Llals Ditulis Jahiliyyah
2 fathah+ya’ mati Ditulis A
Qs Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
AP Ditulis Karim
4 dammah+wawu mati Ditulis U
2508 Ditulis Furiid
I. Vokal Lengkap
1 Sfathah+ya’ mati Ditulis Ai
i Ditulis Bainakum
2 fathah+wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan



dengan tanda apostrof (*)

1 Rl Ditulis a’antum

2 A% Gl Ditulis la’in syakartum

III. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

ol Ditulis Al-Qur’an

oeld Ditulis Al-Qiyas

b. Bila kata sandang A/if+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta

dihilangkan huruf/ (el)-nya.

sland) Ditulis as- Sama’

Uil Ditulis asy-Syams

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan
(EYD).

G. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata — kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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oasdll g0 Ditulis Zawi al-furid

) Jatd Ditulis Ahl as-Sunnah

i} \J U"

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a) Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalamKamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis,
mazhab, syariat, lafaz.

b) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh
Jinayah dan sebagainya.

c¢) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata yang bertempat di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Setiap tahunnya tempat tersebut dapat menarik
ratusan bahkan ribuan orang untuk mengunjunginya.! Lokasi Jalan Malioboro
selalu menjadi pusat perhatian khalayak umum jika berkunjung di Yogyakarta.
Bukan hanya itu saja, kota yang kental akan pendidikan serta budaya tersebut

menjadi magnet penarik wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta.

Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan Malioboro memang telah menjadi
pusat perdagangan. Lokasinya yang strategis dan memanjang membentuk garis
linier membuat jalan Malioboro dijadikan lokasi berdagang. Dalam
perkembangannya, kawasan Malioboro selalu dibanjiri wisatawan domestik
maupun wisatawan asing.”? Tingginya minat wisatawan yang berkunjung ke
Malioboro terutama pada saat akhir pekan dan musim liburan dapat terlihat dari
kepadatan lalu lintas yang selalu terjadi di kawasan Jalan Malioboro, pasalnya

tidak sedikit wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan

“Data Pengunjung Teras Malioboro Tahun 20227
https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/data-pengunjung/ akses pada 27 April 2023.

2 Fitria Budiarti dan Khairul Iskhak Mahadi, Strategi Penataan Kawasan Malioboro
Menjadi Kawasan Pedestrian, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2016), him. 1.


https://terasmalioboro.jogjaprov.go.id/data-pengunjung/

wisatawan selalu memadati kawasan ini sehingga menimbulkan kemacetan lalu

lintas.

Parkir dan kemacetan membuat Malioboro menjadi kawasan yang semakin
padat dan tidak teratur. Selain parkir dan kemacetan, masalah lain kembali muncul
di kawasan ini yakni Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin membuat
kawasan ini padat dan tidak teratur. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah
satu bagian dari Malioboro yang tidak dapat dipisahkan dari kawasan ini.> PKL
menjadi ciri khas serta ruh bagi Malioboro. Namun, keberadaan para PKL
membuat kawasan Malioboro semakin sesak. Bahkan tidak ada satu celah pun
yang luput dari lapak para PKL tersebut. Saat Malioboro sedang ramai oleh
wisatawan, keberadaan lapak PKL ini cenderung mempersulit ruang gerak bagi
wisatawan. Sedangakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan Hak Pedestrian pada
Pasal 131;* 1) Pedestrian berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa
trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. 2) Pedestrian berhak
mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3)
Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas pedestrian
berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.
Jumlah PKL yang ada hampir sama banyaknya dengan jumlah wisatawan

Malioboro. Keberadaan PKL dengan jumlah semakin banyak selain membuat

3 Ibid.

* Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 131, hlm. 69.



Malioboro semakin tidak teratur juga menimbulkan citra kota yang kurang baik

dan tidak tertata dengan rapi.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan untuk
mengatur kawasan cagar budaya di sepanjang jalan Malioboro ini agar kawasan
cagar budaya tersebut tidak semakin padat dan tidak teratur. Hal ini telah tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah DIY 2019-2039 dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa
kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata
pendidikan, wisata belanja, kampung wisata, dan kuliner dan juga disebutkan
beberapa program yang salah satunya adalah Program Perwujudan Kawasan
Peruntukan Pariwisata pada tabel disebutkan pengembangan ecksesibilitas, daya
tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya. Kemudian
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut untuk
mewujudkan hal itu Pemerintah Daerah Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran
Gubernur DIY Nomor: 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus
Pedestrian Di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo yang di dalamnya

mengatur peruntukan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian.’

Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/1/2022 Tentang Penataan
Kawasan Khusus Pedestrian Di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo
merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta didasari

atas adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang

5 Surat Edaran Nomor 430/1.31/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan
Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.



Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 (das sollen) yang menyebutkan
beberapa program yang salah satunya adalah Program Perwujudan Kawasan
Peruntukan Pariwisata pada tabel disebutkan pengembangan eksesibilitas, daya
tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya.® Kemudian juga
dijelaskan pemanfaatan jalur pedestrian dan pesepeda hanya diperuntukan untuk
sirkulasi pejalan kaki, kaum difabel, kursi roda, dan sepeda.” Kawasan Malioboro
merupakan kawasan wisata, budaya, dan pusat perekonomian di Yogyakarta
dimana pemerintah kota memberikan perlakuan khusus terhadap cagar budaya hal
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan
DIY yang menyebutkan Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan
Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan,
serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi
luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.® Berdasarkan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 pada Tabel 5.2 Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota

Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan:

6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY
2019-2039 him. 22.

7 Ibid., hlm. 5.

8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY Bab III Pasal 5
hlm 7.



Perwali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022.pdf Q@ &
. 5 Keluaran
No. 0PD Program Kegiatan Sub Kegiatan Tolok Ukur Kinera TargetKiner Usulan Anggaran
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3 | UPT Pengelolaan 13.192.931.000
Kawasan Cagar Budaya | Program 6.875.000.000
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Urusan Kebudayaan Pengelolaan CCTV Kawasan 12 bulan 320,000,000
Gumaton
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Penjagaan Kawasan Tugu 12 bulan 5.500.000.000
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Gumaton

Pengadaan HT 12 unit 50.000.000
Penjagaan keamanan fransit 12 bulan 390.000.000
shelter PKL Malioboro di Ex.
DISPAR

Gambar 1. Tabel Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota

Yogyakarta Tahun Anggaran 2023°

Pada awalnya, proses penerapan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa
(DIY) Nomor:3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di
Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo tersebut (das sein) mendapatkan pro dan
kontra dari lapisan masyarakat, seperti halnya saat adanya pemindahan kawasan
pedagang kaki lima dari trotoar malioboro ke teras Malioboro 1 dan Teras
Malioboro 2. Hal yang paling diresahkan oleh pedagang kaki lima adalah pada
aspek ekonomi. Mereka menilai bahwa adanya perubahan penataan kawasan

pedestrian Malioboro nantinya dapat menurunkan omset. '

Rencana penataan Pedagang Kaki Lima atau PKL di sisi sebelah barat
Jalan Malioboro mendapat penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima

Malioboro yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma Yogyakarta. Dalam

° Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023, hlm.5.

10 https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-

tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/ diakses 5 Mei 2023.



https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/
https://www.dprd-diy.go.id/penataan-kawasan-pedestrian-malioboro-dalam-rangka-tingkatkan-pariwisata-dan-perekonomian/

penolakan tersebut yang mempermasalahkan ukuran lapak ketika dilakukan
penataan menjadi lebih kecil. Menanggapi hal itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi
Suyuti menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menolak rencana penataan
tersebut. Menurut Haryadi, kebijakan ini bertujuan untuk menata Malioboro agar

lebih tertata rapi dan menarik banyak pengunjung.'!

Pedestrian adalah ruang luar yang digunakan untuk kegiatan penduduk
kota sehari-hari seperti untuk kegiatan berjalan-jalan, melepas lelah, duduk santai
dapat juga sebagai tempat kampanye, upacara resmi dan sebagai tempat
berdagang. Fungsi ruang publik bagi pejalan kaki antara lain untuk bergerak dari
satu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke open space yang ada atau
sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainya di sudut kawasan ruang
publik.!> Di era modern sekarang ini dalam tata ruang kota, jalur pejalan kaki
merupakan elemen penting perancangan kota. Ruang pejalan kaki dalam konteks
kota dapat berperan untuk menciptakan lingkungan manusiawi. Pejalan kaki
adalah orang yang bergerak dalam satu ruang dengan berjalan kaki. Semua orang

adalah pejalan kaki, untuk menuju ke tempat lain atau sebaliknya.'3

Kawasan pedestrian Malioboro merupakan kawasan yang menjadi
landmark Kota Yogyakarta. Pada kawasan Malioboro ini, setiap orang yang

berjalan pada jalur pedestrian pada umumnya adalah mereka yang secara teratur

Uhttps://jogja.suara.com/read/2019/07/22/144935/penataan-pkl-malioboro-tuai-
penolakan-ini-kata-wali-kota-yogyakarta?page=1 diakses 5 Mei 2023

12 Ashadi, Rifka Houtrina dan Nana Setiawan, Analisa Pengaruh Elemen-Elemen
Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki Studi Kasus: Pedestrian
Orchard Road Singapura, (Jakarta: UMJ, 2012), him. 1.

13 Ibid.


https://jogja.suara.com/read/2019/07/22/144935/penataan-pkl-malioboro-tuai-penolakan-ini-kata-wali-kota-yogyakarta?page=1
https://jogja.suara.com/read/2019/07/22/144935/penataan-pkl-malioboro-tuai-penolakan-ini-kata-wali-kota-yogyakarta?page=1

dan tertib melakukan kegiatan berjalan kaki. Selain itu, Malioboro merupakan
jalur penghubung aktifitas masyarakat setempat seperti tempat perbelanjaan dan
wisata. Kegiatan masyarakat lainnya seperti kegiatan berjalan, berkumpul,

bertemu, dan kegiatan-kegiatan di waktu-waktu tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan peraturan
yang akan menjadikan terealisasinya kawasan Malioboro sebagai kawasan
pedestrian dengan melakukan analisis kualitatif, serta melakukan observasi
tentang peraturan tersebut bisa mewujudkan kawasan Malioboro sebagai kawasan

pedestrian.

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah kawasan Malioboro. Ruang
lingkup materi dari studi ini adalah bagaimana terlaksananya peraturan yang
mengatur teralisasinya kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, kemudian
dilanjutkan dengan mengindentifikasi apakah peraturan tersebut sudah sesuai

dengan teori A/-Maslahah Mursalah.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis ingin
mengusungkan permasalahan ini dengan meninjau dari sudut pandang Maslahah

Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka terdapat
beberapa permasalahan pokok tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus
Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo menurut Al-Maslahah

Mursalah, yaitu:



1. Bagaimana pelaksana penataan kawasan pedestrian di jalan Malioboro dan
jalan Margo Mulya?

2. Apakah pelaksanaan penerapan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-
2039?

3. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 menurut Maslahah

Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-

masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan penataan kawasan pedestrian
di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya
b. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039?
c. Menguraikan tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039

menurut Maslahah Mursalah?



2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memperoleh manfaat sehingga dapat memiliki kegunaan yang dipetakan
menjadi 2 aspek, yaitu sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan di Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya tentang Penataan
Kawasan Pedestrian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan
pemerintahan, serta memperdalam ilmu pemerintahan khususnya
tentang Penataan Kawasan Pedestrian.
b.  Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
serta pengembangan pola pikir yang dinamis bagi penulis. Selain
itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
masukan dan pemikiran bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Kebudayaan Kota Yogyakarta selaku pelaksana peraturan.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap
karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain

yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah artikel yang disusun oleh Aisha

Puspita Nabila dan Aisyah Zakiah dengan judul “Penataan Pedestrian di Jalan
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Urip Sumoharjo, Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata dan Perdagangan”. Karya
ini diterbitkan di Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini
membahas penataan pedestrian yang cocok diterapkan di sepanjang Jalan Urip
Sumoharjo sebagai Kawasan wisata dan perdagangan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan data
sekunder dari data yang sudah diteliti sebelumnya dan juga membandingkan
dengan beberapa tempat yang memiliki permasalahan serupa. Pelebaran dan
perbaikan trotoar serta penanaman vegetasi sebagai pembatas jalan akan membuat
pejalan kaki nyaman dan bebas untuk berjalan kaki berpindah dari satu tempat ke
tempat lain dan menambah keindahan dan kesejukan kota. Tingkat keamanan
pejalan kaki juga meningkat karena tidak perlu menggunakan badan jalan untuk
berjalan. Selain itu, penerapan parkir mobil secara paralel membuat tatanan kota
menjadi lebih rapi karena tidak ada lagi bagian mobil yang menjorok masuk ke

jalur pedestrian dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki.'*

Karya kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Weti
Artika dengan judul “Dampak Pengembangan Jalur Pedestrian Terhadap
Kenyamanan Wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta”. Karya ini diterbitkan di
Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan jalur pedestrian
terhadap kenyamanan wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta. Pengembangan

jalur pedestrian Jalan Malioboro dilakukan pada akhir tahun 2016 dengan

4 Aisha Puspita Nabila dan Aisyah Zakiah, “Penataan Pedestrian di Jalan Urip
Sumoharjo, Yogyakarta Sebagai Kawasan Wisata dan Perdagangan”, Artikel Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta (2021), hlm. 1.
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melakukan revitalisasi dan pengembangan pada street furniture dan pemberlakuan
kebijakan tempat parkir bagi wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau
fenomena. Deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk menafsirkan data dan hasil
penelitian yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan jawaban
dari fokus masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar bentuk
pengembangan jalur pedestrian telah memberikan kenyamanan kepada wisatawan,
namun masih terdapat catatan mengenai; kewenangan tanggung jawab pihak
perawatan pedestrian, parkir yang masih dianggap jauh dari jalur pedestrian dan

kebersihan yang harus diperhatikan.'>

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Niki
Anneke R Nasuti dengan judul “Analisis Penilaian Fasilitas Pedestrian Di
Kawasan Perkotaan (Kasus: Jalan Malioboro Hingga Jalan Margo Mulyo,
Yogyakarta)”. Karya ini diterbitkan di Jurusan Pembangunan Wilayah Universitas
Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan: 1. Mengidentifikasi karakteristik
pedestrian dan 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pedestrian
di lokasi kajian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni
menganalisis karakteristik dan fasilitas pedestrian dengan mendeskripsikan data
hasil observasi, kuesioner, dokumentasi, serta didukung dengan literatur dan
dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang

pedestrian di lokasi kajian didominasi oleh penduduk non lokal Kota Yogyakarta

5 Weti Artika, “Dampak Pengembangan Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan
Wisatawan di Jalan Malioboro Yogyakarta,” Skripsi Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi
Pariwisata AMPTA Yogyakarta (2017), hlm 2.
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yang berstatus sebagai mahasiswa dan memiliki aktivitas utama untuk belanja.
Kunjungan pedestrian mencapai puncaknya saat weekend dan mayoritas
menggunakan sepeda motor menuju kawasan ini. Kondisi fasilitas pedestrian di
kedua ruas Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo sebagian besar memenuhi
standar dari segi desainnya, namun dari segi ketersediaan dan fungsinya belum

memadai sehingga belum memenuhi kebutuhan pedestrian.!'®

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Putri
Aji Rahayu dengan judul “Polemik Kebijakan Penataan Kawasan di Kota
Yogyakarta (Studi Kasus: Kebijakan Penataan Kawasan Malioboro menjadi
Kawasan Semi Pedestrian)”. Karya ini diterbitkan di Jurusan Ilmu Administrasi
Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada. Penelitian
ini membahas tentang Banyaknya kegiatan menjadikan kawasan ini terlihat
semakin padat dan sesak. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang
muncul di Malioboro. Masalah-masalah yang muncul di Malioboro yaitu masalah
kemacetan jalan dan kesemrawutan kondisi yang disebabkan oleh banyaknya
parkir dan PKL yang ada di sana. Untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta dan
Pemerintah Provinsi DIY merumuskan kebijakan penataan Malioboro yang
rencananya akan dijadikan sebagai kawasan semi pedestrian. Namun demikian,
walaupun isu penataan ini sudah lama serta adanya masalah yang kian
berkembang, penataan Kawasan Malioboro sampai saat ini masih mengalami

kendala. Resistensi masih muncul dalam menanggapi kebijakan penataan

16 Niki Anneke R Nasuti, “Analisis Penilaian Fasilitas Pedestrian Di Kawasan Perkotaan
(Kasus: Jalan Malioboro Hingga Jalan Margo Mulyo, Yogyakarta),” Skripsi Jurusan Pembangunan
Wilayah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2016), hlm. 2.
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Kawasan Malioboro. Dalam penelitian ini, aktor yang masih resisten adalah juru
parkir. Ada banyak aktor yang ada di Malioboro yang memiliki kepentingan dan
sikap masing-masing dalam menanggapi rencana penataan Malioboro. Penelitian
ini dilakukan untuk melihat aktor-aktor yang terlibat dalam proses penataan
Malioboro serta kepentingannya. Sehingga akan terlihat aktor mana saja yang

masih resisten beserta faktor-faktor penyebabnya.!’

Karya kelima yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh
Muhammad Syahrir Suwanto Rianse yang berjudul “Penilaian Efektifitas Jalur
Pedestrian Kawasan Malioboro Terhadap Pejalan Kaki”. Karya ini diterbitkan di
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Arsitektur dan Perencanaan,
Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai
efektivitas jalur pedestrian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas jalur pejalan kaki sebagai ruang aktivitas kawasan Malioboro. Metode
yang digunakan adalah Deduktif-Deskriptif-Kualitatif dengan menggunakan
variabel pemanfaatan ruang trotoar berdasarkan aktivitas yang ada di dalamnya
apakah sesuai dengan fungsi dan perannya dan variabel Tingkat Pelayanan Jalur
Pedestrian (PLOS). Hasil Penelitian Menunjukan Jalur Pedestrian Malioboro
efektif hal ini dikarenakan aktifitas dan pemanfaatan ruang yang ada di jalur
pedestrian tersebut sesuai dengan fungsi dan peran jalur pedestrian sebagai mana
mestinya. Faktor yang mempengaruhi keefektifan Jalur pedestrian malioboro

cukup berbeda dengan jalur Pedestrian lainnya karena Malioboro sudah

7Putri Aji Rahayu, “Polemik Kebijakan Penataan Kawasan di Kota Yogyakarta (Studi
Kasus: Kebijakan Penataan Kawasan Malioboro menjadi Kawasan Semi Pedestrian),” Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (2015), him. 3.
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mempunyai karakter jalur pedestrian sendiri, adapun faktor-faktor tersebut adalah
pedestrian yang efektif dalam fungsi, efektif dalam dimensi dan efektif dalam

fasilitas.!®

Karya keenam yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Rila
Pani Antari yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di
Jalan Malioboro (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta)”. Karya ini
diterbitkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang Upaya
Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan
perencanaan untuk penataan Malioboro. Dari kebijakan yang ada atau sudah
berjalan diharapkan adalah terciptanya kenyamanan bagi pejalan kaki dan juga
jalanan yang diperlebar dan menjadikan ruang yang lebih besar bagi pejalanan
kaki. Apakah kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka atau
malah merebut hak-hak mereka,sebab dalam Peraturan Walikota No 37 Tahun
2010 Tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus malioboro A.Yhani

telah disebutkan para pedagang kaki lima telah terdaftar dan diberikan izin."”

Berdasarkan tinjauan dari beberapa judul skripsi dan artikel, bahwa
penelitian yang berkaitan dengan penerapan peraturan penataan Kawasan

Pedestrian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Peraturan yang

18 Muhammad Syahrir Suwanto Rianse, “Penilaian Efektifitas Jalur Pedestrian Kawasan
Malioboro Terhadap Pejalan Kaki,” Skripsi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik
Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2018), hlm 4.

19 Rila Pani Antari, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan
Malioboro (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Kota Yogyakarta)” Skripsi Program Studi
Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta (2018),
hlm.2.
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diambil dalam penelitian ini juga berbeda, yakni Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2019-2039, kemudian Surat Edaran Nomor: 3/SE/I/2022 Tentang Penataan
Kawasan Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, dan Surat Edaran
Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan
Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro Dan Jalan Margo Mulyo serta penggunaan
teori dan perspektif yang berbeda yaitu menggunakan perspektif Maslahah

Mursalah.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan kerangka konseptual dalam sebuah penelitian dan
mempunyai peran yang sangat penting, serta sebagai pijakan dan pisau analisis
dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam.?’
Untuk itu penulis menggunakan dua kerangka teoritik dalam mengkaji

permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

1. Teori Penerapan Hukum
Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli
berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan
suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk
suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang
telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan

bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan

20 Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa,
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), him.3.
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kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa
atasnya.’!

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa
penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan
hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan
hukum.?

Berbicara Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan
hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak
bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Dalam konteks ini, penerapan hukum dilakukan oleh aparat dan pejabat
pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Kesenjangan antara
tujuan kebijakan dengan hasil yang dijalankan menunjukkan ketidak-efektifan
sebuah penerapan peraturan tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan, standar
operasi mesti tersedia untuk memudahkan pelaksanaan peraturan di lapangan
oleh aparat dan pejabat terkait. Dari sisi ini berarti penerapan hukum dapat
dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengaturnya dalam

pelaksanaan di lapangan.?

2l Bahruddin, “Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Kabupaten Pemalang” Skripsi Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2022), Him. 19.

22 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 223.

23 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori & Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,
2007), him. 35.
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2. Teori Maslahah
Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendekatan Maslahah
sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendekatannya,
Maslahah pada kebijakan pemerintah diorientasikan untuk kemaslahatan
masyarakat, keamanan, serta kepentingan yang mendatangkan manfaat serta
menjatuhkan dari kemudharatan.

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya
sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-manfa’at,
yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.
Maksud dari kenikmatan tersebut dengan cara menjaga dari madharat dan
sebab-sebabnya. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah)
adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, bangsa, dan hartanya untuk
mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.?

Secara etismologis, maslahah berasal dari kata al-maslahah dapat berarti
kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata
al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.?
Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang maslahah adalah
identik dengan kata manfaat baik segi lafal maupun makna. Maslahah juga
berarti manfaat dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang mendatangkan manfaat
dalam pelaksanaanya. Dalam penggunaan bahasa arab dan ungkapan nazara fi

masalih al-nas (mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi

24 Rachmat Syafe’l, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 117.

25 Ismail Ibn Hammad Al-Jauhari, Al-Sihab Taj Al-Lughah Wa Shihah Al-Arabiyyah,
(Beirut: Dar Ilm Li Al-Malayin 1376 h/1956 M), Juz ke-1, him.383.
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banyak orang) atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan di dalam
urusan itu).?

Secara terminologis syariat, terdapat beragam pendefisian. Mastafa Syalbi
menyimpulkan Maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada
kemanfaatan. Secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri yang timbul
dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Al-
Ghazali juga mendefinisikan maslahah dalam arti terminologis-syar’i, adalah
memelihara dan mewujudkan tujuan syara’ yang berupa pemeliharaan agama,
jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.?’

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dari redaksi yang berbeda-beda
dapat disimpulkan bahwa, maslahah adalah suatu kemaslaatan yang tidak
memiliki dasar dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang
membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan
hukumnya tidak ada, dan tidak ada pula i//lat’ yang dapat dikeluarkan dari
syara’ yang menetukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan
sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, dalam artian suatu ketentuan hukum
yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa
sesuatu itu bermanfaaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan

maslahah.?®

26 Zainy Al-Hasyimi, Ilmu Ushul Figh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 116.

27 Muhammad Al-Ghazali Al-Mustafa, Min ‘ilm Al-Ushul, Tahqgiq wa Ta’lig, (Beirut:
Mu’assat Ar-Risalah, 1417 H/1997 M), him. 416.

28 Amir Syarifuddi, Ushul Figh jilid 2, (Jakarta: Kencana prenada media Group, 2009),
hlm. 346.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam
merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan
dengan masalah penelitian tertentu”.?” Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intensi social
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.’® Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif yang berfokus pada Surat Edran Nomor: 3/SE/1/2022
Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan
Jalan Margo Mulyo serta Surat Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022
Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan
Malioboro dan Jalan Margo Mulyo dengan studi lapangan di Kantor UPT
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai

2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2006), him. 217.

30 M. Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), hlm. 25.
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apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.’!
Bersifat deskriptif karena penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data
yang berkenaan dengan fakta, variable dan fenomena yang terjadi disaaat
penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris, yaitu penelitian
yang dilakukan secara langsung di lapangan wuntuk mengetahui
permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang
ada.’?
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dicari pada penelitian ini adalah data yang
terkait tentang penataan kawasan pedestrian oleh pemerintah perspektif
Maslahah. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan teknik
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan yang

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh

him. 10.

75.

31 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet Ke-3, (Jakarta: UI Press 1986),

32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press. 2006), hlm.
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yang diwawancara.’> Teknik wawancara dilakukan dengan
menggali informasi terkait penerapan Penataan Kawasan Khusus
Pedestrian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan kepada beberapa
sumber data dengan metode wawancara bebas terpimpin.
Wawancara bebas terpimpimpin adalah kombinasi antara
wawancara bebas dan wawancara terpimpin, artinya wawancara
secara fleksibel dan jelas. Peneliti menggunakan teknik wawancara
dengan responden dari pemerintah kota Yogyakarta seperti Kepala
UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, tim pengelola kegiatan
(TPK), wisatawan Yogyakarta serta masyarakat Kota Yogyakarta
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
b. Observasi
Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap
keadaan atau perilaku objek sasaran.** Observasi dilakukan
langsung oleh peneliti terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dan
Masyarakat Pengunjung Yogyakarta.
c. Dokomentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulakan dokumen-dokumen tertulis yang relevan serta

berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, seperti literatur-

33 Abdurrahman Fatoni, Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

3% Ibid., hlm. 104.
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literatur ilmiah, data-data kasus penataan Kawasan Pedestrian,

foto-foto lapangan.

G. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

terhadap data primer dan data sekunder. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya

dilakukan analisis terhadap fakta yang terjadi di lapangan mengenai penerapan

penataan kawasan khusus pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.

1.

Data Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari
narasumber yaitu Bapak Ekwanto yang dipilih oleh penulis dan didapatkan
melalui wawancara kepada sejumlah narasumber yang bertanggung jawab
serta berwewenang mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu
penataan kawasan khusus pedestrian. Selain itu bahan hukum primer
lainnya dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-
2039, Surat Edaran Nomor: 3/SE/I/2022 Tentang Penataan Kawasan
Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya, dan Surat
Edaran Nomor: 430/1.131/Se Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan
Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.
Data Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen
resmi, hasil literatur penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi,

artikel, serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang
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saat ini sedang penulis teliti sehingga dapat menjadi bahan data pelengkap
dalam penelitian ini.
H. Sistematika Pembahasan
Dalam mempermudah proses penyusunan dan pembagian pada skripsi ini, penulis
menggunakan sistematika pembahasan, Adapun bentuk penyajiannya sebagai

berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian mengenai teori Penerapan Hukum, teori

Maslahah Mursalah. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan umum kawasan Malioboro sebagai
lokasi yang menjadi tujuan penelitian dan pemaparan mengenai tinjauan penataan
kawasan pedestrian dalam peraturan perundang-undangan yang menuanginya,
kebijakan penataan kawasan pedestrian, faktor pendukung dan penghambat

penerapan penataan.

Bab empat, berisi tentang analisis mengenai data-data yang diperoleh

dengan mengkaji melalui teori yang di paparkan melalui bab dua.

Bab [lima, merupakan penutup karya tulis ini yang berisi tentang
kesimpulan mengenai seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Kesimpulan pada

bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dalam bab ini akan
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diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat membangun dan menjadi

bahan pertimbangan serta evaluasi dari permasalahan yang ada.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang meningkatkan
penerapan penataan kawasan pedestrian perspektif maslahah di jalan Malioboro
dan jalan Margo Mulyo, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penerapan peraturan hukum penataan kawasan Pedestrian di Malioboro
pelaksanaanya sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai Teori
Soerjono Soekanto menjelaskan tentang fungsi dan penerapan hukum
antara lain adalah:

a. Alat ketertiban dan ketentuan masyarakat
Pedagang Malioboro sudah menempati yaitu Teras Malioboro 1 dan
Teras Malioboro 2 dengan ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat.
b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin
Sikap pelaksana kebijakan hukum sudah sesuai dengan keadilan,
pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memberikan fasilitas untuk
kesejahteraan pedagang kaki lima yang harus berpindah lokasi baru.
c. Sarana penggerak pembangunan
pembangunan sudah terlaksana dengan baik, dilihat awal mula
penataan sampai sekarang masih terus dievaluasi mengenai penataan

kawasan pedestrian. Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 masih

70
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terus dikembangkan agar wisatawan tertarik berkunjung kesana untuk
berbelanja kebutuhan oleh-oleh sekaligus pemerintah mensejahterakan
pedagang Malioboro.
Gejala yang digunakan untuk mengukur penerapan Surat Edaran ini
meliputi: 1) tujuan kebijakan, kemudian tercapainya tujuan kebijakan
diukur dari a) tidak adanya aktivitas PKL di sepanjang Malioboro; dam
b) aksesibilitas. Tujuan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/SE
Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus
Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo bertujuan sesuai
yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 yaitu mewujudan
kawasan Peruntukan Pariwisata, pengembangan eksesibilitas, daya
tarik dan amenitas kawasan Kraton-Malioboro dan sekitarnya.
Aksebilitas berdasarkan Surat Edaran Nomor: 430/1.131/SE
Disbud/2022 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus
Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum,
bagi pengunjung Malioboro sesuai dengan kewenangannya.
2. Kebijakan penataan kawasan pedetrian yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan konsep maslahah, yang
bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam prosesnya mulai dari

pelaksanaan sampai dengan pengawasannya pun sudah sesuai dengan
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prinsip-prinsip maslahah yang didefinisikan menurut Al-Ghazali, yaitu
pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Dengan ini
pemerintah melakukan pembangunan untuk mencegah dan mengurangi
kecelakaan, lalu membangun tempat ibadah. Pemerintah juga melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat. Walaupun di Malioboro belum memiliki
insfrastruktur yang mendukung untuk pemeliharaan terhadap keturunan
namun dengan adanya beberapa apotek yang tersebar di Malioboro tetap
dapat dikatakan maslahah, selain dalam meningkatkan pembangunan
kebijakan yang dilaksanakan juga memberikan manfaat yang dirasakan
langsung oleh masyarakat.
Maslahah terbagi menjadi beberapa bagian, dilihat dari berdasarkan beberapa
kualitas dan kepentingan kemaslahatan Perda tersebut termasuk ke dalam A/-
Maslahah al-Dharuriyyah karena menyangkut al-masalih al-khamsah yaitu:
(1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara keturunan, (4)
memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kemudian Dilihat dari segi
keberadaan maslahah menurut syara’ termasuk kemaslatan Al-Maslahah Al-
Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan
tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Selanjutnya dari
segi kandungan mashlahah, Kemaslahatan dalam penelitian ini termasuk
dalam Maslahah al-Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

penyusun berikan adalah:

1.

Untuk pemerintah kota Yogyakarta, dalam bidang infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Seperti
pembangunan fasilitas pedestrian yang dibangun harus dengan kuat
dan kokoh supaya ke depannya dapat di bangun inftrastruktur yang
lain. Selain pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat juga
ditingkatkan lagi seperti kegiatan pendirian dan kegiatan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk menjadi wadah
masyarakat kawasan pedestrian bersama dalam membangun diri dan
lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.

Pemerintah perlu meningkatkan dan memberikan pendampingan dan
asistensi soal penataan kawasan pedestrian kepada pelaksana kebijakan
dalam pelatihan dan pembinaan sehingga dapat mencetak sumber daya
manusia yang memadai. Adanya kesiapan dan kemampuan dari
pelaksana kebijakan terhadap tugas yang diberikan sangat
mempengaruhi dalam melaksanakan kebijakan. Kepada masyarakat
kawasan pedestrian sebagai pelaksana dan penikmat manfaaat dari
kebijakan penataan kawasan pedestrian juga diharapkan dapat menjaga
dan merawat bersama-sama atas kebijakan-kebijakan yang sudah

terlaksana.
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